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ABSTRAK
Penelitianinibertujuanuntukmenganalisispengelolaankeuangan

danadesapadaDesaKotarajaKecamatanDulupiKabupatenBoalemo.
Tujuan penelitian iniuntuk mendeskripsikan tahapan pengelolaan
keuangan dana desa yang meliputi: Perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,pelaporandanpertanggungjawaban.
Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptifyaitumendeskripsikanpengelolaankeuangandanadesapada
DesaKotarajadanmembandingkandenganUndang-UndangNomor113
Tahun2014.
Hasildaripenelitianinimenunjukkanbahwapengelolaankeuangandana
desabaikdalam tahapanPerencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,
pelaporandanpertanggungjawabansudahterlaksanadenganbaiknamun
masihperluadanyapendampinganyangintensifuntukmemperbaiki
pengelolaankeuangandanadesapadaDesaKotaraja.

Katakunci:Perencanaan,Pelaksanaan,Penatausahaan,Pelaporandan
Pertanggungjawaban.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangPenelitian

Desasebagaipemerintahantingkatterendahdiberikankewenangan

dansumberdanayangmemadaiagardapatmengelolapotensiatau

sumberdayayangmemilikimanfaatdalam meningkatkankesejahteraan

danekonomimasyarakat.Menurut(Soetardjo2013),Desadapatdipahami

sebagaisuatudaerahsatukesatuanhukum dimanabertempattinggal

disuatumasyarakatyangberkuasa(memilikiwewenang)mengadakan

pemerintahansendiri.Pengertianinimenekankanadanyaotonomidaerah

untukmembanguntatakehidupandesabagikepentinganpenduduk.Desa

dianggap sebagaipemerintahan yang dapatturun langsung kepada

masyarakat,mempunyaikesempatanuntukmengembangkanekonomi

masyarakat.Penyelenggaraanpemerintahantersebut,diharapkandapat

mendorongkemandirianmelaluipartisipasimasyarakatmenujudesayang

mandiri.Desatidaklagidianggapsubyekpembangunandanpeningkatan

kesejahteraanmasyarakat.Sepertihalnyakabupaten/kota,desajuga

memilikipemerintahansendiridiantarannyapemerintahdesayangterdiri

darikepaladesa perangkatdesasertaBadanPermusyawaratanDesa
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(BPD).

Desatidakhanyasekedarjadiobyekpembangunantetapisekarang

menjadisubyekuntukmembangunkesejahteraan(Mondong2013).Dalam

Undang-undangNomor6Tahun2014menegaskanbahwakomitmendari

pemerintahuntukmembangundesaagarmenjadimandiridandemokratis,

sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagikehidupan

kemasyarakatan.Desamemilikiotonomiyangtidakdijelaskanapakah

berbentukbiasaatauasli,masyarakatdesaharusnyamemilikiotonomi

danintegritassebagaisuatukesatuan.Tujuanutamapenyelenggaraan

otonomidaerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan

meningkatkanperekonomiandaerah.

MenurutUndang-undangNomor6Tahun2014pasal71ayat1,

KeuanganDesaadalahsemuahakdankewajibandesadapatdihuni

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungandenganpelaksanaanhakdankewajibandesa.Keuangan

desatersebutdimaksuduntukpembiyaanprogramkegiatanyangdimiliki

olehpemerintah.Secaralebihjelasdisebutkanbahwakeuangandesa

merupakankeseluruhankegiatanyangmeliputiperencanaan,pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangandesa.Menurut(HawWidjaja2003:3),menyatakanDesaadalah

kesatuanmasyarakathukumyangmempunyaisusunanasliberdasarkan

hakasal-usulyangbersifatistimewa.Sedangkanmenurutperaturan

pemerintahNomor43Tahun2014menyatakanbahwadanadesaadalah
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danayangbersumberdarianggaranpendapatandanbelanjanegarayang

diperuntukkanbagidesayangditransfermelaluianggaranpendapatan

dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk

penyelenggaraanpemerintahan,pelaksanaanpembangunanpembinaan

kemasyarakatan,danpemberdayaanmasyarakat.Danadesa(DD)adalah

danaAPBNyangdiperuntukkanbagidesayangditransfermelaluiAPBD

Kabupaten/Kotadandiprioritaskanuntukpelaksanaanpembangunandan

pemberdayaanmasyarakatdesa.

Denganadanyapartisipasimasyarakatmelaluidanadesadengan

tujuanuntukkesejahteraandesaharusbenar-benarbisamembuatdesa

sejahtera baik darisegipemerintah maupun masyarakatterutama

masyarakat yang mempunyai perekonomian tidak layak harus

diperhatikanolehpemerintahdantidakhanyamementingkanfasilitas

yangakandigunakanolehpemerintahdesa.untukpermasalahandana

desa,banyakdaerahyangtidakmengimplementasikan,meskipuntelah

diwajibkanuntukdianggarkanAPBDesa,makadariitu,seharusnyatujuan

daripemberdayaandesaterusdilakukandenganrutindandiperhatikan

olehpihak-pihakyangbersangkutanuntukmencapaiotonomidesa.

MenurutAfriyantodankurrohman,(2014)keberhasilanakuntabilitas

Dana Desa sangat dipengaruhioleh isikebijakan dan konteks

implementasinya.Namun dalam pelaksanaan tergantung bagaimana

pemerintahan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

pengelolaaanDanaDesadalammendukungkeberhasilanprogram.Untuk
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mendukungketerbukaanpenyampaianinformasisecarajelaskepada

masyarakat.SetiapkegiatanfisikDanaDesasupayamemasangpapan

informasikegiatandilokasidimanakegiatantersebutdilaksanakan.Untuk

mewujudkanpelaksanaanprinsip-prinsiptransparansidanakuntabilitas

makadiperlukanadannyakepatuhanpemerintahdesakhususnyayang

mengelolaDanaDesa.

Sistem pengelolaanDanaDesayangdikelolaolehpemerintahdesa

termasukdidalamnyamekanismepertanggungjawabanyangmerujuk

pada Undang-undang Nomor33 Tahun 2004 tentang perimbangan

KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah.Dalamaturan

tersebutdijelaskanbahwapendanaanpembangunanyangdilakukanoleh

pemerintahdaerahtermasukdidalamnyapemerintahdesamenganut

prinsipmoneyfollowsfuncitionyangberartibahwapendanaanmengikuti

fungsipemerintahanyangmenjadikewajibandantanggungjawabmasing-

masingtingkatpemerintahan.Dalam sistempemerintahansaatini,desa

mempunyaiperanyangpentingdalam membantupemerintahdaerah

dalam prosespenyelenggaraanpemerintahan,termasukpembangunan.

Semua itu dilakukan sebagailangkah nyata pemerintah daerah

mendukungpelaksanaanotonomidaerahdiwilayahnya.Dariprogram

dana desa tersebut pemerintah pusat memilikiharapan kepada

pemerintahdaerahuntukmampumemaksimalkandanmengeloladana

desadenganbaiksupayadapatmewujudkanpemerintahanyangmampu

mengelola infrastrukturberdasarkan prioritas anggaran yang telah
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diajukan(WartaPengawasan,2015:5).

Berdasarkan hasilwawancara darisekretaris desa Kotaraja

mengungkapkanbahwaperencanaandanadesadalam bentukdokumen

berupaRencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDes)dan

RencanaKerjaPemerintahDesa(RKPDes).RPJMDesdisusundalam 1

(satu)periodedalam kepemimpinanolehkepaladesaselama6(enam)

tahundanRKPDesdisusunsetiaptahun.Gambaransecaraumumuntuk

merealisasikanpengeloaankeuangandanadesamengacupadaRPJMDes

yangditunjangdenganRKPDes.RKPDesmembahassepertimusyawarah

dusundanmusyawarahdesaberkaitandenganpemerintahdesadanBPD.

Musyawarahdesauntukpenentuanjeniskegiatanyangharusdijalankan

olehdesaitusendirikemudiandirapatkanyangmenghasilkanrencana

kegiatan pemerintah desa mengacu pada RPJMDes.RPJMDesdan

RKPDes dua halitu yang tidak bisa dipisahkan.Kemudian beliau

menambahkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa yang sudah

berjalandenganbaiktetapibelummaksimal,karenakurangnyapartisipasi

darimasyarakat(swadaya)dalampelaksanaanmengelolakeuangandana

desamisalnyaRumahsehatdanjalantanikendatipemerintahdesasudah

menyampaikanbahwamerekadibayar/gajimelaluianggarandanadesa.

Danadesatransparan masyarakatsepertipemasanganpapaninformasi

dansemuaanggarandirapatkanjugabersifatterbukadimasyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan dana desa,badan pemeriksa keuangan

menyebutkanbahwapemerintahdesaKotarajadalam tatakeloladan
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pelaporankeuangandesatidakberpotensipenyelewengandana.

Desatidakhanyasekedardariobyekpembangunantetapisekarang

menjadisubyekuntukmembangunkesejahteraanMondong(2013).Dalam

Undang-undangNomor6Tahun2014menegaskanbahwakomitmendari

pemerintahuntukmembangundesaagarmenjadimandiridandemokratis,

sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagikehidupan

kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang

mengkhawatirkantentangpengelolaanDanaDesa.Dalam penelitiannya

(WidagdoWidodo,danIsmail2016)menyebutkankondisiperangkatdesa

yang dianggapmasihrendah,danbelum kritisnyamasyarakatatas

pengelolaananggaranpendapatandanbelanjadesa(APBDesa)sehingga

bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat

maksimal.Meskipundemikian,terdapatBadanPerwakilanDaerah(BPD)

merupakanlembagayangmemilikigariskoordinasisecarastruktural

denganpemerintahdesa.

Berdasarkanpermasalahanyangtelahdiuraikandiatas,makapeneliti

tertarikuntukmenelitidenganjudul“AnalisisPengelolaanKeuanganDana

DesaPadaDesaKotarajaKecamatanDulupi”

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangpenelitianyangtelahdiuraikandiatas,

makapermasalahanyangdikajidalam penelitianiniyaituBagaimana

PengelolaanKeuanganDanaDesaPadaDesaKotarajaKecamatanDulupi

KabupatenBoalemo?
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1.3 MaksuddanTujuanPenelitian

1.3.1MaksudPenelitian

Berdasarkan rumusan penelitian,maka penelitian inidilakukan

denganmaksuduntukmengetahuipengelolaanKeuanganDanaDesa

padaDesaKotarajaKecamatanDulupiKabupatenBoalemo.

1.3.2TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanpenelitian,makapenelitiandilakukandengan

tujuanuntukmengetahuidanmenganalisispengelolaanKeuanganDana

DesapadaDesaKotarajaKecamatanDulupiKabupatenBoalemo.

1.4 ManfaatPenelitian

Manfaatyangdiharapkandalampenelitianiniadalah:

1)SecaraTeoritis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikanpengetahuandan

kesadaranbagipenelitimengenaipentingnyaefektivitaspengelolaan

keuangandanadesadalamupayameningkatkanpembangunanfisik

desabagimasyarakatpadaumumnyadanbagihasilpenelitisecara

khusus.

2)SecaraPraktis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmenjadipedomanberperilaku

dalam kehidupansehari-hariterutamadalam praktekpengelolaan

Keuangan Dana Desa pada Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi

KabupatenBoalemo.

3)Penelitianselanjutnya
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Diharapkandenganadanyahasilpenelitianinidapatmenambahilmu

pengetahuanmengenaipengelolaankeuangandesadanjugadapat

dijadikanpembelajaranuntukmenambahwawasanpeneliti.



BABII

KAJIANPUSTAKA,KERANGKAPEMIKIRANDANHIPOTESIS

2.1 KajianPustaka

2.1.1TeoriKeagenan(AgencyTheory)

Penggunaanteorikeagenantelahdipergunakansecaraluasbaik

disektorprivatmaupunsektorpublik.Paraekonomimenggunakanstuktur

hubungan principaldan agen untuk menganalisis hubungan antara

perusahaandenganpekerja.Sementaradisektorpublik,teorikeagenan

dipergunakanuntukmenganalisishubunganprinsipaldanagendalam

kaitannyadenganpenganggaransektorpublik(Latifah,2010;Abdullah,

2012).Menurut(AnthonydanGovindarajan2005),teorikeagenanadalah

hubungan atau kontrakantaraprincipaldan agent.Teorikeagenan

memilikiasumsibahwatiap-tiapindividusemata-matatermotivasioleh

kepentingandirinyasendirisehinggamenimbulkankonflikkepentingan

antaraprincipaldanagent.Principaladalahpemilikdanagentadalah

orangdibayarolehpemilikuntukmenjalankansebuahperusahaan.

Implikasiteorikeagenanmunculdalamprosespenyusunananggaran

dilihatdariduaperspektifyaituhubunganantararakyatdenganlegislatif,

dan legislatifdengan eksekutif.Ditinjau dariperspektifhubungan

keagenanantaralegislatifdenganeksekutif,eksekutifadalahagentdan

legislatifadalahprincipal(HukumdanAbdullah,2006).Apabiladilihatdari

perspektifhubungankeagenanlegislatifdenganrakyat,pihaklegislatif

adalah(agent)yangmembelakepentinganrakyat(principal),akantetapi

tidakadakejelasanmekanismedanpengaturansertapengendaliandalam
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pendelegasiankewenanganrakyatterhadaplegislatif.Halinilahyang

seringkalimenyebabkanadanyadistorsianggaranyangdisusunoleh

legislatifsehinggaanggarantidakmencerminkanalokasipemenuhan

sumberdayakepadamasyarakat,melainkancenderungmengutamakan

self-intrestpara pihaklegislatiftersebut.Jika haliniterjadi,besar

kemungkinananggaranyangdisahkanadalahalatuntukmelancarkanaksi

pencurian hak rakyatatau sering dikenaldengan istilah korupsi

(Mauro,1998;keeferandKhemani,2003).

Mardiasmo(2002),menjelaskanbahwapengertianakuntabilitas

sebagaikewajibanpemegangsaham (pemerintah)untukmemberikan

pertanggungjwaban,menyajikanmelaporkandanmengungkapkansegala

aktivitasdankegiatanyangmenjaditanggungjawabnyakepadapihak

pemberiamanah (masyarakat)yang memilikihak untuk meminta

pertanggungjawabntersebut.PendapatMardiasmotentangakuntabilitas

dalamkontekssektorpublikmengandungartibahwadalampengelolaan

pemerintahdaerahterdapathubungankeagenan(teorikeagenan)antara

masyarakatsebagaiprincipal(masyarakat).Denganadanyainformation

asymmetryinilahyangmemungkinkanterjadinyapenyelewenganatau

korupsiolehagen.Sebagaikonsekuensinya,pemerintahdaerahharus

dapatmeningkatkanakuntabilitasataskinerjanyasebagaimekanisme

checksandbalancesagardapatmengurangiinformationasymmetry.

BerdasarkanAgencytheorypengelolaanpemerintahdaerahharus

diawasiuntukmemastikanbahwapengelolaandilakukandenganpenuh



24

kepatuhan kepada berbagaiperaturan dan ketentuan yang berlaku.

Denganmeningkatnyaakuntabilitaspemerintahdaerahinformasiyang

diterima masyarakatmenjadilebih berimbang terhadap pemerintah

daerahyaituartinyainformationasymmetrymakakemungkinanuntuk

melakukankorupsijugamenjadilebihkecil.

Agencytheorymenyangkuthubungankontarktualantaraduapihak

yaituprincipaldanagent.Agencytheorymembahastentanghubungan

keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal)mendelegasikan

pekerjaankepadapihaklain(agent)yangmelakukanpekerjaan.Agency

theoryyangmemandangbahwamanajemenperusahaansebagaiagen

bagiparapemegangsaham,akanbertindakdenganpenuhkesadaranbagi

kepentingannyasendiri(self-interset)bukansebagaipihakyangarifdan

bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana

diasumsikandalam stewardshiptheory(Solihin,2008).Teorikeagenan

berusahauntukmenjawabmasalahkeagenanyangterjadiantarapihak-

pihakyangsalingbekerjasamayangmemilikitujuandanpembagiankerja

yangberbeda.

Eisenhardt(2006)menyatakanbahwateorikeagenandilandasioleh

tigaasumsi,yaituasumsisifatmanusia(humanassumptions),asumsi

keorganisasian (organizationalassumptions),serta asumsiinformasi

(informationassumptions).Asumsisifatmanusiadikelompokkanmenjadi

tigayaitu,

1)Selftinterst,yaitusifatmanusiauntukmengutamakankepentingan



25

dirisendiri,

2)Bounded-rationality,yaitusifatmanusiayangmemilikiketerbatasan

rasionalitas,dan

3)Riskaversion,yaitusifatmanusiayanglebihmemilihmengelakdari

resiko.

Asumsikeorganisasiandikelompokkanmenjaditigayaitu:

1)Konfliksebagaitujuanantarpartisipan,

2)Efisiensisebagaisuatukriteriaefektivitas,serta

3)Asimetriinformasiantarapemilikagen

2.1.2PengertianDesa

Desadalam pengertianumum menurut(EdiIndizal,2006)adalah

sebagaisuatugejalayangbersifatuniversalterdapatdimanapun,sebagai

suatukomunitaskecilyangterikatpadalokalitastertentubaiksebagai

tempattinggal(secaramenetap)maupunbagipemenuhankebutuhannya,

danterutamayangbergabungpadasektorpertanian.

MenurutUndang-undang Nomor6 Tahun 2014 Desa adalah

golongan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemerintahan,

kepentinganmasyarakatberdasarkantindakanmasyarakatyangdilakukan

bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa dan

kedudukannyadalam sistem ketatanegaraanRepublikIndonesia.Negara

memberikankewenangandesadalammelestarikanadatdantradisiserta

budayamasyarakatdesa.Desaadalahsuatuwilayahyangpenduduknya

kurangdari2.500jiwa,denganmemilikiciri-ciripergaulanhidupyang
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salingmengenalsatusamalain(kekeluargaan).

Dalampasal71sampaidengan75menurutUndang-undangNomor

6Tahun2014,disebutkanbahwakeuangandesaadalahsesuatuyang

dapatdinilaidenganuanguntukmelaksanakankegiatanpemerintahan.

Keuangan desa mengatursumber-sumberpembiayaan didesa dan

sumber-sumberpendapatandidesa.MenurutUndang-undangNomor6

Tahun2014,desaadalahkesatuanmasyarakathukum yangmemiliki

kewenanganuntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakat

setempatberdasarkanhakasalusuldanadatistiadatsetempatyang

diakuidalam sistem PemerintahanNasionalyangberadadiKabupaten.

MenurutUndang-undangNomor32Tahun2004,Desaadalahkesatuan

masyarakathukum memilikibatas-bataswilayahyangberwenanguntuk

mengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat,berdasarkan

asal-usuldanadat-istiadatsetempatyangdiakuidandihormatidalam

sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

2.1.3PemerintahanDesa

Pemerintahdesamerupakankepaladesayangdisebutdengannama

laindibantuperangkatdesasebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan

desa.MenurutperaturanpemerintahNomor43Tahun2014,pemerintahan

desamerupakanpenyelenggaraanurusanpemerintahandankepentingan

masyarakatsetempatdalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan

RepublikIndonesia,sedangkanpemerintahandesamerupakankepala

desayangdibantuolehperangkatdesasebagaiunsurpenyelenggara
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pemerintahandesa.Pemerintahandesaterdiriataspemerintahdesa,yang

meliputiKepalaDesa,PerangkatDesadanBadanPermusyawaratanDesa.

1)KepalaDesa

Kepaladesaadalahpimpinanpenyelenggaranpemerintahandesa

berdasarkankebijakanyangditetapkanbersamaBadanPermusyawaratan

Desa(BPD).Masajabatankepaladesaadalah6tahun,dandapat

diperpanjanglagiuntuksatukalimasajabatan.Kepaladesajugamemiliki

wewenangmenetapkanperaturandesayangtelahmendapatpersetujuan

bersama BPD.Dalam melaksanakan tugas,kewenangan,hak dan

kewajibansebagaimanadimaksuddalam penelitianPasal26Undang-

undangNomorTahun2014.Kepaladesawajib:

a.Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap

akhirtahunanggarankepadaBupati/Walikota.

b.Menyampaikanlaporanpenyelenggraanpemerintahdesapadaakhir

masajabatankepadaBupati/Walikota.

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan

secaratertuliskepadaBadanPermusyawaratanDesa(BPD)setiap

akhirtahunanggaran.

d.Memberikan dan/atau menyebarkan informasipenyelenggaraan

pemerintahansecaratertuliskepadamasyarakatdesasetiapakhir

tahunanggaran.

2)PerangkatDesa

Dalam melaksanakantugasnya,kepaladesadibantuolehperangkat
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desa.Perangkatdesaterdiriatas:

a)SekretarisDesa

Sekretariatdesadipimpinolehsekretarisdesadibantuolehunsurstaf

sekretariatyangbertugasmembantukepaladesadalam bidang

administrasipemerintahan.Sekretarisdesa dalam melaksanakan

tugasnyadibantuolehkepalaurusan.Kepalaurusanmempunyaitugas

untukmembantusekretarisdesadalambidangurusanyangmenjadi

tanggung jawabnya.Sesuaipasal62 PP No.43 Tahun 2014

dinyatakanbahwasekertarisdesadibantupalingbanyakterdiridari3

(tiga)bidang urusan.Secara umum,kepala urusan keuangan

merangkapsebagaibendaharadesasedangkankepalaurusanumum

merangkapsebagaipengurskekayaanmilikdesa.

b)Pelaksanawilayah

Pelaksanakewilayahanmerupakanunsurpembantukepaladesa

sebagaisatuantugaskewilayahan.Jumlahpelaksanakewilayahan

ditentukansecaraproposionalantarapelaksanakewilayahanyang

dibutuhkandankemampuankeuangandesa.

c) PelaksanaTeknis

PelaksanaTeknisMerupakanunsurpembantukepaladesasebagai

pelaksanatugasoperasional.Pelaksanateknispalingbanyakterdiri

atastigaseksi.PemerintahandesamenggunakandanaAPBDesa

untuk membiayaipelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk
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pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa.Selain itu

pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan

dengantertibdansesuaidenganketentuan.

3)BadanPermusyawaratanDesa

Badanpermusyawaratandesaatauyangdisebutdengannamalain

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan

permusyawaratandesa(BPD)merupakanlembagaperwujudandemokrasi

dalam penyelenggaraanpemerintahandesa.AnggotaBPDadalahwakil

daripendudukdesabersangkutanberdasarkanketerwakilanwilayah.

AnggotaBPDterdiridariketuarukunwarga.Pemangkuadat,golongan

profesi,pemukaagamadantokohataupemukamasyarakatlainnya.Masa

jabatananggotaBPD adalah6tahundandapatdiangkat/diusulkan

kembaliuntuk1kalimasajabatanberikutnya.PimpinandananggotaBPD

tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagaikepala desa dan

perangkatdesa.BPDberfungsimenetapkan peraturandesabersama

kepaladesa,menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakat.

BadanPermusyawaratanDesamempunyaifungsi:

a.Membahasdanmenyepakatirancanganperaturandesa.

b.Menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakatdesa.

c.Melakukanpengewasankinerjakepaladesa.

4)LembagaKemasyarakatanDesa
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Lembagakemasyarakatandesabertugasmembantupemerintahdesa

danmerupakanmitradalam pemberdayaanmasyarakatdesa.Lembaga

masyarakatdesadiantarannyasepertirukuntetangga,rukunwarga,

pembinaan kesejahteraan keluarga,karang taruna,dan lembaga

pemberdayaan masyarakatdesaatauyangdisebutdengannamalain.

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsisebagaiwadah partispasi

masyarakatdesadalam pembangunan,pemerintahan,kemasyarakatan,

dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasidan

transparansiditingkat masyarakat,serta menciptakan akses agar

masyarakatlebihberperanaktifdalamkegiatanpembangunan.

2.1.4PengertianDanaDesa

MenurutUndang-undangNomor6Tahun2014,DanaDesaadalah

danayangbersumberdarianggaranpendapatandanbelanjanegarayang

diperuntukkanbagidesayangditransfermelaluianggaranpendapatan

danbelanjadaerahkabupaten/kotadandigunakanuntukmembiayai

penyelenggaraanpemerintahan,pelaksanaan,pembangunan,pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah

menganggarkanDanaDesasecaranasionaldalam APBNsetiaptahun.

Besaran alokasianggaran yang diperuntukannya langsung ke Desa

ditentukan10% diluardanatransferDaerah(ontop)secarabertahap.

AnggaranyangbersunberdariAPBNdihitungberdasarkanjumlahdesaa

dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,angka

kemiskinan,luaswilayah,dantingkatkesulitangeografisdalam rangka
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meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Jumlahpenduduk,luaswilayah,danangkakemiskinandihitungdengan

bobot:

a)30%untukjumlahpendudukkabupaten/kota

b)20%untukluaswilayahkabupaten/kota

c)50%untukangkakemiskinankabupaten/kota

Tujuanadanya penggunaanDanaDesadalam PermedagriNo.37

Tahun2007tentangpedomanpengelolaankeuangandesaadalah:

1.Meningkatkanpelayananpublikdesa

2.Menanggulangikemiskinandanmengurangikesenjangan

3.Memajukanperekonomiandesa

4.Mengatasikesenjanganpembangunanantardesa

5.Meningkatkanpembangunaninfrastrukturdesa

6.Meningkatkanperencanaandanpengangaran pembangunanpada

desadanpemberdayaanmasyarakat.

MenurutBiro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus

penting daripenyaluran dana inilebih terkaitpada implementasi

pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para

inisiatornya.SkenarioawalDanaDesainidiberikandenganmengganti

program pemerintah yang dulunya disebutPNPM,namun dengan

berlakunyaDanaDesaini,dapatmenutupkesempatanbeberapapihak

asinguntukmenyalurkandanakedaerahdiIndonesiadenganprogram

yangsebenarnyajugadapatmenjadipemicupembangunandaerah.
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2.1.5PengelolaanKeuanganDanaDesa

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-undang Desa

merupakansemuahakdankewajibandesayangdapatdinilaidengan

uangsertasegalasesuatuberupauangdanbarangyangberhubungan

denganpelaksanaanhakdankewajibandesa.Hakdankewajibantersebut

menimbulkanpendapatan,belanja,pembiayaanyangperludiaturdalam

pengelolaankeuangandesayangbaik.BerdasarkanperaturanMenteri

dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor113 Tahun 2014 tentang

pengelolaankeuangandesamerupakansemuahakdankewajibandesa

yangdapatdihunidenganuangsertasegalasesuatuberupauangdan

barangyangberhubungandenganpelaksanaanhakdankewajibandesa.

Pengelolaankeuangandesadilakukandenganmekanismepenganggaran

ditingkatdesamelaluianggaranpendapatandanbelanjadesa,yangterdiri

dariatasbagianpendapatan,belanjadanpembiyaandesa.Rancangan

anggaranpendapatandanbelanjadesadiajukanolehkepaladesadan

dimusyawarahkanbersamabadanpermusyawaratandesa.Sesuaihasil

musyawarah tersebut,maka kepala desa menetapkan anggaran

pendapatandanbelanjadesasetiap tahundenganperaturandesa.

Peraturanmenteridalam NegeriRepublikIndonesiaNomor113Tahun

2014,disebutkanbahwakepaladesasebagaikepalapemerintahandesa

adalahpemegam kekuasaanpengelolaankeuangandesadanmewakili

pemerintahdesadalam kepemilikankekayaandesayangdipisahkan,

dengankewenangan.
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1)MenetapkankebijakantentangpelaksanaanAPBDesa

2)Menetapkanpelaksanateknispengelolaankeuangandesa(PTPKD)

3)Menetapkanpetugasyangmelakukanpemungutanpenerimaandesa

4)Menyetujuipengeluaranataskas kegiatanyangditetapkandalam

APBDesa

5)Melakukantindakanyangmengakibatkanpengeluaranatasbeban

APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas

transparan,akuntabel,partisipasif,sertadilakukandengantertibdan

disiplinanggaran.Keuangandesadikelolaberdasarkanpraktik-praktik

pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa

sebagaimanatertuangdalamPermendagriNomor113Tahun2014yaitu

transparan,akuntabel,partisipatifsertadilakukan dengan tertib dan

disiplinanggaran,denganuraiansebagaiberikut:

1)Transparanmerupakanprinsipketerbukaanyangmemungkinkan

masyarakatuntukmengetahuidanmendapataksesinformasiseluas

-luasnyatentangkeuangandesa.Asasyangmembukadiriterhadap

hakmasyarakatuntukmemperolehinformasiyangbenar,jujur,dan

tidakdiskriminatiftentangpenyelenggaraanpemerintahdesadengan

tetapmemperhatikanketentuanperundang-undangan.Pemerintah

desaharustransparandalam pengelolaankeuangandesa.Segala

bentukdokumenpengelolaankeuangan harusdapatdiaksesoleh

masyarakat. Transparansi merupakan karakteristik yang
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memungkinkannyaterbangunnyakepercayaanmasyarakatterhadap

apayangdiartikulasikanpemerintahdalam halkepentingandan

kebutuhanmasyarakat.

2)Akuntabel merupakan perwujudan kewaajiban untuk

mempertaanggungjawabkanpengelolaandanpengendaliansumber

dayadanpelaksanaankebijakanyangdipercayakandalam rangka

pencapaiantujuanyang telahditetapkan.Asasakuntabelyang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhirkegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkankepadamasyarakatdesasesuaidengan

ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk pada

tanggung jawab setiap aktordalam interaksiberpemerintahan.

Meletakkantanggungjawabsatu-satunyapadasektorpemerintah

bukanlahgagasanterbaikuntukmenciptakanpemerintahanyang

baik.Tanggungjawabmerupakannilaipentingyangsemesetinya

berlakupadasemuaelemendalamprosespemerintahan.

3)Partisipatifmerupakanpenyelengaraanpemerintahandesayang

mengikutsertakankelembagaandesadanunsurmasyarakatdesa.

MenurutHuntington,partispasisebagaikegiatanwarganegarayang

bertujuan untuk mempengaruhipengambilan keputusan oleh

pemerintah.Partispasiinibolehjadibersifatspontan,berlanjutatau

sporatis,secaradamaiataukekerasan,legal,atauilegal,efektifatau

tidakefektif.Kaitanyadenganpengelolaankeuangandesa,partispasi
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masyarakatsangatdibutuhkandalam tahapansikluspengelolaan

keuangan desa. Baik dalam konteks perencanaan melalui

musrenbang,pelaksanaansetiapkegiatan,danpenggunadana.

4)Tertibdandisiplinanggaranmerupakanpengelolaankeuangandesa

harusmengacupadaaturanataupedomanyangmelandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam

pengelolaankeuangandesayaitu;

a)Pendapatanyangdirencanakanmerupakanperkiraanyangterukur

secara rasionalyang dapat dicapaiuntuk setiap sumber

pendapatan,sedangkanbelanjayangdianggarkanmerupakan

batastertinggipengeluaranbelanja.

b)Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianyapenerimaandalam jumlahyangcukupdantidak

dibenarkanmelaksanakankegiatanyangbelumtersediaatautidak

mencukupikreditanggarandalamAPBDes/perubahanAPBDes.

c)Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun

anggaranyangbersangkutanharusdimasukandalam APBDes

dandilakukanmelaluirekeningkasdesa.

SepertiyangterteradalamperaturanBupatiNomor27Tahun2015

pasal2secaralebihjelasdisebutkanbahwakeuangandesamerupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangandesa.Berdasarkanpasal105dinyatakanketentuanmengenai
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pengelolaan keuangan desa akan diaturdalam peraturan menteri.

Kemudianjikakitalihatjugapasal94menyatakanbahwapengelolaan

keuangandesadilakukandalammasa(1)Tahunanggaranterhitungmulai

tanggal1januarisampai31desember.

1)Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan

melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunandesa.Secaradokumentatifperencanaandanpembangunan

desatertuangdalam pembangunanjangkaMenengahDesa(RPJMDes)

yangberlaku6(enam)tahundanrencanapembangunantahunandesa

ataudisebutdenganRencanaKerjaPemerintahDesa(RKPDes)dan

AnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDes)yangberlaku1(satu)

tahun.RKPDesharusmengacukepadaRPJMDes.RKPDesmerupakan

rencanaprogram kegiatandesayangdijadikansebagaiacuandalam

menyusunAPBDes.RPJMDesdisusundanditetapkanpadasaatkepala

desa dilantik melalui musyawarah rencana pembangunan desa

(musrenbangdes)yangdihadiriolehmasyarakatdanunsur-unsurdesa

padasaatmendekatiakhirtahunanggaranberjalan.Setelahpenetapan

RKPDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDes.Sebelum

menetapkanAPBDes,sekretarisdesamenyusunrancangananggaran

pendapatandanbelanjadesa(RAPBDes).

DokumenRAPBDesdiserahkankepadakepala desa,selanjutnya
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dibawahkedalam forum musyawarahdesa(musdes)untukditetapkan

menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama Badan

PermusyawaratanDesa(BPD).APBDesditetapkanpalinglambatpada

bulandesembertahunberjalan.RKPDesdanAPBDesditetapkanmelalui

peraturandesa(perdes).Perdesmerupakanprodukkesepakataanantara

pemerintahdesadanBPD.

2)Pelaksanaan

Dalam pelaksanaanpengelolaankeuangandesa,terdapatbeberapa

prinsip umum yang harus ditaatiyang mencakup penerimaan dan

pengeluaran.Prinsipitudiantarannyabahwaseluruhpenerimaandan

pengeluarandesadilaksanakanmelaluiRekeningKasDesa.Pelaksana

kegiatanmengajukanpendanaanuntukmelaksanakankegiatanharus

disertaidengandokumenRencanaAnggaranBiaya(RAB).Pelaksana

kegiatan pertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran yang

menyebabkanatasbebananggaranbelanjakegiatan.Pelaksanakegiatan

mengajukansuratperintahpembayaran(SPP)kepadakepaladesamelalui

sekretaris desa.SPP yang telah disetujuioleh kepala desa maka

selanjutnyadilakukanpembayaranolehbendaharadesa.Pencairandana

dalamRekeningKasDesaditandatanganiolehkepaladesadanbendahara

desa.

3)Penatausahaan



38

Penatausahaankeuangandesaadalahkegiatanpencatatanyang

khususnya dilakukan oleh bendahara desa.Bendahara desa wajib

melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksiyang ada berupa

penerimaandanpengeluaran.Bendaharadesamelakukanpencatatan

secarasistematisdankronologisatastransaksi-transaksikeuanganyang

terjadi.Bendaharadesawajibmempertanggungjawabkanuangmelalui

laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang

dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.saatini

penetausahaandilakukansecaraotomatisdenganmenggunakanaplikasi

bernamasistim keuangandesa(siskeudes).Siskeudesdikembangkan

olehKementrianDalam Negeri(kemendagri)bersamadenganBadan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)untukmembantu

pemerintahdesadalammengelolakeuangandesa.

4)Pelaporan

Dalam melaksanakantugas,kewenangan,hak,dankewajibannya

dalampengelolaankeuangandesa,kepaladesamemilikikewajibanuntuk

menyampaikanlaporan.Laporantersebutbersifatperiodicsemesteran

dantahunanyangdisampaikankeBupati/Walikota.Laporansemester

pertamaberupalaporanrealisasiAPBDesa.Laporanrealisasisemester

pertamadisampaikan paling lambatpadabulan julitahun berjalan.

Laporansemesterakhirtahundisampaikanpalinglambatpadaakhirbulan

januaripadatahunberikutnya.
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5)Pertanggungjawaban

LaporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDessetiap

akhirtahunanggarandisampaikankepadabupati/Walikotamelaluicamat

terdiridaripendapatan,belanja,danpembiayaanyangtelahditetapkan

denganperaturandesa.SetelahpemerintahdesadanBPDtelahsepakat

terhadap laporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDes

dalam bentukperaturandesa,makaperdesinidisampaikankepada

Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa.Laporan pertanggungjawaban

diinformasikankepadamasyarakatsecaratertulisdandenganmedia

informasiyangmudahdiaksesolehmasyarakat.

Adapunurutandaripengelolaankeuangandesadapatdigambarkanpada

baganberikutini:

2.1.6MekanismePenyaluranDanaDesa

Pertanggungjawaba

n

Pelaporan

Penatausahaa

n

Pelaksanaan

Perencanaan
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SesuaidenganamanatUndang-undangNomor6Tahun2014tentang

desa,pemerintahakanmengalokasikanDanaDesa,melaluimekanisme

transferkepadaKabupaten/Kota.Berdasarkanalokasidanatersebut,

maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa

berdasarkanjumlahdesadenganmemperhatikanjumlahpenduduk(30%),

luaswilayah(20%),danangkakemiskinan(50%).Hasilperhitungan

tersebutdisesuaikanjugadengantingkatkesulitangeografismasing-

masingdesasecarameratadanberkeadilan.Besaranlokasianggaran

yangperuntukannyalangsungkedesaditentukan10%(sepuluhpersen)

dariluardanatransferdaerah(ontop)secarabertahap.

BerdasarkanPeraturanPemerintahNomor60Tahun2014Tentang

Dana Desa yang bersumberdariAPBN,dengan luasnya lingkup

kewenangandesadandalamrangkamengoptimalkanpenggunaanDana

Desa,makapenggunaandanadesadiprioritaskanuntukmembiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.Mekasinisme

penyaluran Dana Desa terbagimenjadi2 (dua)tahap yaknitahap

mekanismetransferAPBNdariRekeningKasUmum Negara(RKUN)ke

RekeningKasDaerah(RKUD)dantahapmekanismetransferAPBDdari

RKUDkekasdesa.PenyaluranDanaDesatersebutdilakukansecara

bertahappadatahunanggaranberjalan,denganketentuansebagaiberikut:

1)TahapI,padabulanAprilsebesar40%

2)TahapII,padabulanAgustussebesar40%dan

3)TahapIII,padabulanOktobersebesar20%.
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PenyaluranDanaDesadariRKUNkeRKUDsetiaptahapsebagaimana

tersebutdiatasdilakukanpalinglambatpadaminggukeduabulanyang

bersangkutan.SedangkanpenyaluranDanaDesadariRKUDkeRekening

KasDesa(RKD)setiaptahap,dilakukanpalinglambattujuhharikerja

setelahditerimadiRKUD.

2.2PenelitianTerdahulu

Tabel2.1PenelitianTerdahulu

No Namapeneliti Judul Hasilpeneliti

1
SitiAinun

Widya(2013)

Akuntabilitas

Pengelolaan

Dana Desa di

Kecamatan

rogojampi

Kabupaten

Banyuwangi

Hasilpenelitian Menunjukan

bahwa pada tahap

perencanaandanpelaksanaan

telahsesuaidenganprosedur

yang berlaku dalam

pengelolaandilakukansecara

akuntabeldantransparan.

2
Aidil,Amanda

Fitra(2016)

Analisis

Implementasi

Pengelolaan

DanaDesadan

PelaporanDana

DesadiDesa

Panggungharjo

Kecamatan

Sewon

KabupatenBantul

Hasil penelitiannya

mendapatkan temuan yakni

penggunaan Dana Desa di

Desa Panggungharjo sangat

baik yang digunakan untuk

kegiatan pembangunandesa

dan pemberdayaan

masyarakat.

3
M Rinaldi

Aulia(2016)

Analisis

Pengelolaan

DanaDesapada

PemerintahDesa

Nagari

Campangodan

NagariSikucur

Hasilpenelitianmenunjukkan

bahwapengelolaanDanaDesa

di Nagari Campango dan

NagariSikucurcukupbaik.
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Kabupaten

PadangPariaman

4
FadliAzhar

(2017)

Akuntabilitas

danadesa(studi

kasuspadadesa

Uekuli

KecamatanTojo

KabupatenTojo

Una-Una

Hasilpenelitianmenunjukkan

bahwa untuk perencanaan

Alokasi Dana Desa sudah

menampakan adanya

pengelolaan yang akuntabel

dilihatdariperencanaandan

pertanggungjawaban.

5
NurayinSuaiba

(2018)

Analisis

Pengelolaan

DanaDesa

Padengo

Kecamatan

LimbotoBarat

Kabupaten

Boalemo

Hasilpenelitianmenunjukkan

bahwapengelolaanDanaDesa

baik dalam tahap

perencanaan, tahap

pelaksanaan, tahap

penatausahaan, tahap

pelaporan, dan tahap

pertanggungjawaban sudah

terlaksanadenganbaiknamun

masih perlu pendampingan

yangintensif.

2.3KerangkaPemikiran

Dariuraian latarbelakang masalah dan kajian pustaka yang

dikemukakanpadababsebelumnya,makadianggapbahwakemampuan

aparat desa terutama dalam bidang akuntansi penting dalam

menyelesaikantugas-tugasyangterutamapengelolaankeuangan(Dana

Desa).MenurutPermendagriNomor113Tahun2014yaitupedoman

dalam pengelolaandanadesa,yangmemiliki5(lima)tahap,adalah

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban.PengelolaanDanaDesatersebuttidakterlepasdari

faktoryangmenghambatpengelolaandanadesatersebutsehinggatidak
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dapatberjalandenganbaikdantidaksesuaidengantujuan.Pengelolaan

danadesadapatberjalandenganbaik,makadibutuhkanupayauntuk

mengatasihambatan-hambatandalampengelolaandanadesa.

Dalam Undang-undangNomor6Tahun2014tentangDesa,bahwa

pengelolaankeuangandesahinggamencapaiRp1,4milyarharusdikelola

denganprofesionalagartidakterjadikesalahandanpenyimpanganyang

dilakukanaparaturpemerintahdesa.BerkaitandenganUndang-undang

tersebut,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya

permasalahandalam pengelolaankeuanganDesayangbersumberdari

minimnyapengetahuanperangkatdesadalam tatakeloladanpelaporan

keuangansehinggaberpotensiterjadipenyelewengan/korupsi.

Darigambarandiatas,makadapatdikembangkansuatupemikiran

tentangAnalisisPengelolaanKeuanganDanaDesapadaDesaKotaraja,

Kecamatan DulupiKabupaten Boalemo.Adapun kerangka pemikiran

dalampenelitiandapatdigambarkanpadaskemadibawahini:
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Gambar2.1KerangkaPemikiran

DesaKotaraja

KecamatanDulupi

KabupatenBoalemo

Pertanggun
gjawaban

PelaporanPenatausaha
an

Pelaksanaa
n

Perencanaa

n

Analisis

PengelolaanKeuangan

DanaDesa



BABIII

OBYEKDANMETODEPENELITIAN

3.1 ObyekPenelitian

Berdasarkanlatarbelakangdankerangkapemikiran,yangtelahdi

uraikan dalam bab sebelumnya.Maka yang menjadiobyek dalam

penelitianiniadalahAnalisisPengelolaanKeuanganDanaDesapadaDesa

KotarajaKecamatanDulupiKabupatenBoalemo

3.2 MetodePenelitian

3.2.1Metodeyangdigunakan

MenurutNasution(2009:23)menyatakanbahwadesainpenelitian

merupakanrencanamengenaicaramengumpulkandatamenganalisis

dataagardapatdilaksanakansecaraekonomissertasesuaidengan

tujuanpenelitian.Desainpenelitianbergunauntukmemberipegangan

yanglebihjelasdanmemberikanbatasansertamemberikangambaran

yangjelasmengenaiapasajayangharusdilakukanpenelitidalam

melakukanpenelitiannya.Dalammelakukanpenelitianini,penulismemilih

jenispenelitiankualitatif,yaitupenelitiandenganmenggunakaninforman

sebagaialatpengumpulandatapokok.Padapenelitiankualitatif,peneliti

berperan sebagaiinstrumen penelitian berbeda dengan penelitian

Kuantitatifyangmelakukananalisisstatistikuntukmenjawabrumusan

masalah.

MenurutSugiyono(2013),metodepenelitiankualitatifadalahmetode

penelitianyangdigunakanuntukmeliputipadakondisiobyekyangalamiah,

(sebagailawannyaadalaheksperimen)dimanapenelitiadalahsebagai
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instrumentkunci,teknikpengumpulandatadilakukansecaratriagulasi

(gabungan),analisisbersifatgenerialisasi.Pemilihan jenispenelitian

kualitatifdalam penelitianinidilakukanuntuklebihdapatmengungkap

peristiwadanfakta-faktayangsesuaidenganjudulpenelitianyakni

analisispengelolaandanadesa.

3.2.2OperasionalVariabel

Demimemperjelasdatayangdigunakanuntukmelakukanpenelitian,

makaterlebihdahuluharusmengoperasionalkanvariabel-variabeldari

latarbelakangmasalahdankerangkapemikirandenganmaksuduntuk

menentukkanindikator-indikatordarivariabel-variabelyangbersangkutan

sekaligus menentukan acuan wawancara dari responden yang

bersangkutan.

Tabel3.1OperasionalVariabel

Variabel Dimensi Indikator

Perencanaan

1.Sekretarisdesamenyusun

RAPDesberdasarkanRKPDes

2.Sekretarisdesamenyampaikan

RAPDeskepadakepaladesa

3.Kepaladesamenyampaikan

RAPDeskepadaBPDuntuk

disepakatibersamamenjadi

APBDesdalambentukperdes

4.APBDesditetapkanpaling

lambatbulandesamberpada

tahunanggaransebelumnya.

Pelaksanaan

1.Segalabentukpenerimaandan

Pengeluarandesadilakukan

melaluirekeningdesa
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AnalisisPengelolaan

KeuanganDanaDesa

2.Pelaksanaankegiatanmembuat

RABkegiatandandiverifikasi

olehsekretarisdesadan

disahkanolehkepaladesa

3.Pelaksanakegiatan

mengajukanSPPkepadakepala

desadengandiverifikasisekdes

setelahdinyatakanlengkap

bendaharamelakukan

pembayaran.

Penatausahaan

1.Penatausahaandilakukanoleh

Bendaharadesa

2.BendaharaDesawajib

melakukanpencatatandan

pengeluaransertamelakukan

tutupbukasetiapakhirbulan.

3.Bendaharadesa

mempertanggungjawabkan

uangmelaluilaporan

pertanggungjawaban

Pelaporan

1.Kepaladesamenyampaikan

laporanrealisasipelaksanaan

APBDesakepada

Bupati/Walikota

2.Laporansemesterpertama

dilaporkanpalinglambatakhir

bulanjulitahunberjalan

3.Laporanakhirtahundilaporkan

disampaikanpalinglambat

bulanjanuaritahunberikutnya

Pertanggungjawaban

1.Kepaladesamenyampaikan

laporanpertanggungjawaban

realisasipelaksanaanAPBDesa

kepadaBupati/Walikotasetiap

akhirtahunanggaran

2.Laporanpertanggungjawaban

realisasipelaksanaanAPBDesa

terdiridaripendapatan,belanja

danpembiayaan
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3.Laporanpertanggungjawaban

disampaikankepada

masyarakatsecaratertulisdan

melaluimediayangdapat

diaksesolehmasyarakat

Sumber:PermendagriNomor113Tahun2014

3.2.3JenisDanSumberData

3.2.3.1JenisData

Menurut(Usman,2009)jenisdatadalam penelitianiniadalah

kualitatifyaitu non angka yabg bersifatdeskrpitifatau data yang

menunjukkankualitasataumutusuatuyangadaberupakeadaan,proses,

peristiwadan lain-lainnyayang dinyatakan dalam bentukperkataan.

Penelitianinimenggunakanmetodestudikasusyangmenggambarkan

keadaansebenarnyadariobjekpenelitian.Studiinibertujuanuntuk

memperolehdata-datayangberkaitandenganpengelolaankeuangandana

desa.Jenisdatayangdigunakandalampenelitianiniadalahdataprimer

dandatasekunder.

3.2.3.2 SumberData

1)DataPrimer

Dataprimeryaitusumberdatayangsecaralangsungmemberikan

datakepadapengumpuldata(Sugiyono,2012:225).SumberDataPrimer

iniberupacatatanhasilwawancarayangdiperolehmelaluiwawancara

yang penulislakukan.Selain itu,penulisjuga melakukan observasi

lapangandanmengumpulkandatadalam bentukcatatantentangsituasi

dankejadiandiperpustakaan.Selainitupula,sumberdatasekunder

merupakan sumberdata yang tidak memberikan informasisecara
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langsungkepadapengumpuldata.

2)DataSekunder

Datasekunderinidapatberupahasilpengelolahanlebihlanjutdari

dataprimeryang disajikandalam bentuklainatau dariorang lain

(Sugiyono,2012:225).Datainidigunakanuntukmendukunginformasidari

dataprimeryangdiperolehbaikdariwawancara,maupundariobservasi

langsungkelapangan.Penulisjugamenggunakandatasekunderhasildari

studipustaka.Dalam studipustaka,penulismembacaliteratur-literatur

yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang

berhubungandenganpenelitianini.

3.2.4InformanPenelitian

Dalam pengumpulandata,carayangdilakukanolehpenulisadalah

denganmengumpulkandatadariinformanorganisasiyangditeliti.Dalam

penelitianini,penulismengadakanwawancaralangsungdanmembagikan

daftarpertanyaankepadaKepalaDesa,SekretarisDesa,BendaharaDesa,

KetuaBPD,KaurUmum,KaurPerencanaan,KasiePemerintahan,Kepala

DusunI,KepalaDusunII,dan.Yangmenjadiinformandalampenelitianini

adalahaparatdesayangberjumlah10orangyangnantinyadiwawancarai

secaralangsung.

Tabel3.2KarakteristikInforman

No Nama

Informan

Jenis

Kelamin

Jabatan

1 SahrudinMooduto L KepalaDesa
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2 SupardiMamulaS.Pd L SekretarisDesa

3 OlinUsman P Bendahara

4 RolisIsa L BPD

5 AstonAhu L KaurPerencanaan

6 YulisDaud P KaurUmum

7 HendrikaMakhluk P KasiePemerintahan

8 WarsonPakaya L KepalaDusunI

9 RiuSamai L KepalaDusunII

10 SumardiDjau L KepalaDusunIII

Sumber:StrukturOrganisasidesaKotarajaTahun2019

3.2.5TeknikPengumpulanData

Menurut Sugiyono (2012:224) mengemukkan bahwa teknik

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategisdalam

penelitian,karenatujuanutamadaripenelitianadalahmendapatkandata.

Tanpa mengetahuiteknik pengumpulan data,maka penelitiakan

mendapatkandatayangmemenuhistandaryangditetapkan.Teknik

pengumpulandataadalahlangkahuntukmendapatkandatakarenatujuan

utamadalam suatupenelitianadalahuntukmemperolehdatayang

disesuaikandenganmasalahyangditeliti.Adapunteknikpengumpulan

datayangdigunakandalam penelitianiniadalahobservasi,wawancara,
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dandokumentasi

Teknikpengumpulandatayangdilakukandalampenelitianiniadalah

sebagaiberikut:

a.Obsevasi

Obsevasiadalahsalahsatumetodedalam pengumpulandatasecara

sengaja,terarah,sistematis,danterencanasesuaitujuanyangakan

dicapaidengan mengamatidan mencatatseluruh kejadian dan

fenomenayangterjadidanmengacupadasyaratdanaturandalam

penelitian.

b.Wawancara

Wawancaraadalahsuatumetodedalam mengumpulkandatadengan

carasistematisuntukmemperolehketeranganmengenaimasalahyang

ditelitiberdasarkantujuanpenelitian.MenurutBurhanBungin(2009)

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitiandengancaratanyajawabsambilbertatapmukaantara

pewawancaradaninformanatauorangyangdiwawancarai,dengan

atautanpamenggunakanpedomanwawancarauntuktujuanpenelitian.

c.Dokumen

Dokumenditunjukanuntukmemperolehdatalangsungdaritempat

penelitian,meliputibuku-buku yang relevan,peraturan-peraturan,

pelaporankegiatan,foto-fotodatayangrelevandenganpenelitian.

Dokumenbisaberbentuktulisan,gambar,ataukarya-karyamonumental

seseorang.
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3.2.6TeknikAnalisisData

MenurutSugiyono(2008:246)mendefinisikananalisisdatasebagian

dariprosespeyajiandatayanghasilnyadigunakansebagaidariproses

pengujiandatayanghasilnyadigunakansebagaibuktiyangmemadai

untukmenarikkesimpulan.Langkah-langkahteknisanalisidatadalam

penelitiansesuaidenganSugiyono(2008:246)adalahmereduksidata

berartimerangkum,memilihhal-halyangpokok,memfokuskanpadahal-

halyangpenting,dicaritemadanpolanya.Dengandemikiandatayang

telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas,dan

mencarinyabiladiperlukan.Jadireduksidatamerupakanprosesberfikir

sensitifyangmemerlukankecerdasandanketelitiantinggiagardapat

mereduksidatayangmmilikinilaitemuandanpengembanganteoriyang

signifikan.

MenurutPatton(2011:280)mengatakanbahwaanalisisdataadalah

mengatururutan data,mengorganisasikannya kedalam suatu pola,

kategoridansatuanuraiandasar.Teknikanalisisdatayangdigunakan

dalam penelitianinimengacupadakonsepMilessdanHubermanyaitu

Interactive modelyang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga

langkahsebagaiberikut:

1)Mentranskipdatayaitudatadarihasilrekamankedalambentuktulisan.

2)Menginterpretasidatayaitumenafsirkanataumencaripengertianyang

lebih luas tentang penemuan-penemuan dengan mengajukan

pertanyaan,kemudian menghubungkan hasil-hasilanalisis dengan
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literaturatauteoriyangrelevandenganpermasalahanyangada.

3)Menyimpulkanhasilpenlitianyaitumenjawabpermasalahansesuai

denganrumusanpenelitianyangdiajukandantujuanpenelitian.

Teknisanalisisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalah

mengunakanlangkah-langkahyangdikemukakanolehBurhanBungin

(2007)yaitusebagaiberikut:

1.Reduksidata

Reduksidataadalahdatayangdiperolehdilapangandireduksi,dipilih

hal-halpokok,difokuskanpadahal-halyangsesuaidenganpenelitian.

Reduksidatamemberigambaranyanglebihrinciatauterfokustentang

hasilpengamatandilapangan.Denganmemilihhal-halyangpokok,

memfokuskanpadahal-halyangpenting,dicaritemapolanya.Datayang

diperolehdidalam lapanganditulis/diketikdalam bentukuraianatau

laporanyangterperinci.

2.Penyajiandata

Semua data yang telah dikumpulkan dan didapatoleh peneliti

dilapangan akan sulit dalam melihat gambaran dan menarik

kesimpulannya.PenyajianDatadilakukanbentukuraiansingkat,bagan,

hubunganantarkategori,dansejenisnya.MilesdanHuberman(Sugiyono,

2007)menyatakanbahwayangpalingseringdigunakanuntukpenyajian

datamerupakankegiatanterpentingkeduadalam penelitiankulitatif.

Penyajian data yaitu sebagaisekumpulan informasiyang tersusun

memberikemungkinanadanyapenerikankesimpulandanpengambilan
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tindakan.

3.PengumpulanData

Pengumpulandataadalahbagianintegraldarikegiatananalisisdata.

Kegiatan

pengumpulandatapenelitianiniadalahdenganmenggunakanwawancara

danstudidokumentasi.

4.VerifikasidanPenegasanKesimpulan

Merupakankegiataninterprestasiyaitumenemukanmaknadatayang

telahdisajikan.Antaradisplaydatadanpenarikankesimpulanterdapat

aktivitasanalisisdatayangada.Dalam halinianalisisdatakualitatif

merupakanupayaberlanjut,berulangdanterus-menerus.



BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1 GambaranUmumLokasiPenelitian

KebijakansektoralpembangunandikabupatenBoalemodiarahkan

untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan

masyarakatdisegalalapisansecaramerata,sertamelakukanlandasan

yangkuatuntuktahappembangunanselanjutnya,sehinggakedepan

pelaksanaan pembangunan di Desa Kotaraja dapat benar-benar

mencerminkan keterpaduan dan keserasian anatrprogram-program

sektoral,dengan demikian sumber-sumber potensidaerah dapat

dioptimalkanpemanfaatanyadandapatdikembangkansecaramerata.

Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya

meningkatnyakesejahteraanmasyarakat,haliniberkaitandengankondisi

ekonomidankemakmuranmasyarakatnya,dilihatdaritingkatekonomi

masyarakat,makapertumbuhandanperkembangankecamatanakan

sangatberpengaruhpadapertumbuhandanperkembangandesayangada

disekitarnya.SecarageografisDesaKotarajaterletakditengah-tengah

pedesaandiwilayahkecamatanDulupi,memilikipotensiyangcukup

strategisdenganluaswilayah55km2yangterbagimenjadi5dusun,yakni:

DusunITabongo,DusunIIHiyaliokiki,DusunIIIKuwini,DusunIVMolili’ulo,

danDusunVUtilemba,denganbataswilayahsebagaiberikut:Sebelah

Utara berbatasan dengan Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman,

SebelahTimurberbatasandenganDesaTowayuKecamatanPaguyaman

Pantai,SebelahSelatanberbatasandenganDesaTabongo,sebelahBarat
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berbatasandenganDesaPolohungo.

DesaKotarajaKecamatanDulupiyangmerupakandaerahotonom

desadenganjumlahpenduduk2.116jiwayangterdiridari1,095jiwa

penduduklaki-lakidan1.021jiwaperempuan.PotensiDesaKotaraja

cukup besar,baikpotensiyang dimanfaatkan maupun yang belum

dimanfaatkansecaramaksimal.Potensiyangadabaiksumberdayaalam

maupunsumberdayamanusianyaperluterusdigalidandikembangkan

untukkemakmuranmasyarakatsecaraumum.Secaraumum potensi

DesaKotarajadapatlahdidekripsikandenganberbagaiaspekyangsecara

langsungmaupuntidaklangsungmerupakanmatarantaidarisistem

kehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegara.

4.1.1TugasdanFungsiPemerintahDesa

1.KepalaDesa

KepalaDesaberkedudukansebagaiKepalaPemerintahDesayang

memimpinpenyelengaaraanPemerintahanDesa.KepalaDesabertugas

menyelenggarakan Pemerintahan Desa,melaksanakan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat.Untuk

melaksanakantugassebaigamanadimaksudpadaayat(2)KepalaDesa

memilikifingsi-fungsisebagaiberikut:

a)Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja

pemerintahan,pentetapanperaturandidesa,pembinaanmasalah

pertahanan, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlinungan
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masyarakat, administrasi kependudukan, dan penetaan dan

pengelolaanwilayah.

b)Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana

prasarana perdesaan,dan pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan.

c)Pembinaankemasyarkatan,sepertipelaksanaanhakdankewajiban

masyarakat,partisipasimasyarakat,sosialbudaya masyarakat,

keagamaan,danketenagakerjaan.

d)Pemberdayaanmasyarakat,sepertitugassosialisasidanmotivasi

masyarakatdibidangbudaya,ekonomi,politik,lingkunganhidup,

pemberdayaankeluarga,pemuda,olahraga,dankarangtaruna.

e)Menjagahubungankemitraandenganlembagamasyarakatdan

lembagalainnya.

2.SekretarisDesa

SekretarisDesaberkedudukansebagaiunsurpimpinanSekretaris

Desa.SekretarisDesabertugasmembantuKepalaDesadalam bidang

administrasipemerintahan.Untukmelaksanakantugassebagaimanayang

dimaksudpadaayat(2)SekretarisDesamempunyaifungsi:

a)Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

administrasisuratmenyurat,arsip,daneksepedisi.

b)Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi

perangkatdesa,penyediaanprasaranaperangkatdesadankantor,

penyiapanrapat,pengadministrasianaset,inventarisasi,perjalanan
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dinas,danpelayananumum.

c)Melaksanakanurusankeuangansepertipengurusanadministrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan

pengeluaran,verifikasiadministrasikeuangan,dan administrasi

penghasilan KepalaDesa,PerangkatDesa,BPD,dan lembaga

pemerintahandesalainnya.

d)Melaksanakan urusan perencanaan sepertimenyusun rencana

anggaranpendapatandanbelanjadesa,menginventarisirdata-data

dalam rangkapembangunan,melakukanmonitoringdanevaluasi

program,serta penyusunan laporan.Selain tugas dan fungsi

sebagaimanadimkasudpadaayat(2)danayat(3),SekretarisDesa

melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepalaDesasesuai

peraturanperundang-undangan.

3.BendaharaDesa

BendaharaDesaadalahunsurestafsekretarisdesayangmembidangi

urusanadministrasikeuanganuntukmenatausahakankeuangandesa.

Fungsinyayaitu;

a)Melaksanakanurusankeuangansepertipengurusanadministrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan

pengeluaran

b)Melaksanakanverifikasiadministrasikeuangan,danadministrasi

penghasilanKepalaDesa,PerangkatDesa,BPD,DanLembagadesa

lainnya.
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4.LembagaPemberdayaanMasyarakat(LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga,

organisasiatauwadahyangdibentukatasprakarsamasyarakatsebagai

mitrapemerintahkelurahandalammenampungdanmewujudkanaspirasi

dankebutuhanmasyarakatdibidangpembangunan.Adapunfungsinya

sebagaiberikut:

a)Penggali,pendayagunaandanpengembanganpotensisumber

dayasertakeserasianlingkunganhidup.

b)Penumbuhkembangandanpenggerakprakarsadanpartsipatif,

sertaswadayagotongroyongmasyarakat.

c)Penyusunanrencana,pelaksanaan,penggendali,danhasil-hasil

pembangunansecarapartispatif.

d)Pengingkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah

kepadamasyarakat.

e)Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan

masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan

RepublikIndonesia.

f)Penampungdanpenyaluraspirasimayarakatdalampembangunan.

5.BadanPermusyawaratanDesa(BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang

melaksanakanfungsipemerintahanyanganggotanyamerupakanwakil

daripendudukdesaberdasarkanketerwakilanwilayahdanditetapkan

secarademokratis.Fungsibadanpermusyawaratandesayaitu:
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a)Melakukanpengawasankerjakepaladesa.

b)Menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakatdesa.

c)Membahasdanmenyepakatirancanganperaturandesabersama

kepaladesa.

6.KaurPemerintahan

KaurPemerintahanadalahmembantuKepalaDesasebagaipelaksana

tugasoperasional.Adapuntugasdanfungsikaurpemerintahansebagai

berikut:

a)MelaksanakanmanajementataprajaPemerintahan.

b)Menyusunrancanganregulasidesa.

c)Pembinaanmasalahpertahanan.

d)Pembinaanketentramandanketertiban.

e)Melaksanakanupayaperlindunganmasyarakat.

f)Melaksanakanadministrasikependudukan.

g)Melaksanakanpenataandanpengelolawilayah.

h)MelaksanakanpendataandanpengelolaanProfilDesa.

i) Melaksanakankegiatan-kegiatandesaberdasarkankewenangan

desadalambidangpemerintahan.

7.Kaurpembangunan

KaurPembangunaadalahmembantuKepalaDesamenyusunrencana,

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan

pelaksanaantugasbidangpembangunanyangmeliputi:

a)Menyusunprogramdanrencanakegiatanpembangunanyangakan
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dilaksanakanpemerintahandesa.

b)Mengumpulkan dan menyusun data laporan penyelenggaraan

pembangunan.

c)Menggerakkanpartisipasimasyarakatdalampembangunandesa.

d)Menginventarisasikandanmelaporkankegiatanpembangunanoleh

masyarakat(swadayamasyarakat).

e)Mencatat dan menatusahakan rencana pembangunan dan

pelaksanaanya.

8.KaurUmum

Kaur umum tugasnya membantu sekretaris desa dalam

melaksanakanadministrasiumum,tatausahadankearisipan,pengelolaan

inventariskekayaandesa,sertamempersiapkanbahanrapatdanlaporan.

KaurumummemilikiFungsiadalah:

a)Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

administrasisuratmenyurat,arsip,danekpedisi.

b)Melaksanakanpenataanadministrasiperangkatdesa.

c)Menyediakanprasaranaperangkatdesadankantor.

d)Menyiapkankegiatanrapat.

e)Melaksanakanpengadministrasianaset,inventarisasiaset.

f)Melaksanakanpenyiapanperjalanandinas.

g)Melaksanakanpelayananumum.

9.KepalaDusun

KepalaDusunberkedudukansebagaiunsursatuantugaskewilayahan
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yang bertugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan

pemerintahan,pembangunan,dankemasyarakatandiwilayahkerjanya

sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk

menjalankantugaskepaladusunmempunyaifungsi:

a)Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan,ketentramandanketertibandiwilayahkerjanya.

b)Membantukepaladesadalam kegiatanpenyuluhan,pembinaan

dankerukunanwargadiwilayahkerjanya.

c)Melaksanakan keputusan darikebijaksanaan Kepala Desa di

wilayahkerjanya.

d)Melaksanakantugas-tugaslainyangdiberikanolehKepalaDesa.

Tabel4.1TingkatPendidikanPemerintahDesaKotaraja

No Nama Jenis

Kelamin

Jabatan Pendidikan

Terakhir

1 SahrudinMooduto L KepalaDesa SMA

2 Supardi Mamula,

S.Pd

L SekretarisDesa S1

3 OlinUsman P Bendahara PaketC

4 RolisIsa L BPD SMA
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5 AstonAhu L Kaur

Perencanaan

PaketC

6 YulisDaud P KaurUmum SMA

7 HendrikaMakhluk P Kasie

Pemerintahan

SMA

8 WarsonPakaya L KepalaDusunI SMP

9 RiuSamai L KepalaDusunII SMP

10 SumardiDjau L KepalaDusunIII SMP

11 LamizanUwete,SP L Operator S1

DilihatdariTabelbahwaaparatDesamemilikilulusanSarjana2

orangyakniSekretarisDesa,Operator,lulusanSMAsebanyak4orang

yakniKepalaDesa,BPD,KasiePemerintahan,KaurUmum,lulusanSMP

sebanyak3orangyakniKadusIKadusIIdanKadusIII,sedangkanlulusan

paketC2orangyakniBendahara,KaurPerencanaan.Halinimenunjukan

bahwatingkatpendidikanaparatDesaKotarajamasihtergolongrendah

dimanatingkatpendidikanrata-rataSMAbahkanmasihadayanglulusan

SMPdanPaketC.

4.1.2StrukturOrganisasi

UntukmendukungdanmengomtimalkanpelaksanaanPengelolaan

KeuanganDanaDesadiDesaKotarajaKecamatanDulupiKabupaten
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Boalemo,makaperangkatkerjaorganisasiterkaitPengelolaanKeuangan

DanaDesamenjaditugasdantanggungjawabpenuhKepalaDesadan

BendaharaDesayangditunjuklangsungolehKepalaDesa.

Pembentukanorganisasidalam lingkuppemerintahDesaKotaraja

KecamatanDulupiKabupatenBoalemoagarterjadisinkronisasikerjayang

sinergissertasalingmenunjangantarasatubidangdenganbidanglainnya

dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam

mengoptimalkan sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa diDesa

KotarajaKecamatanDulupiKabupatenBoalemo.Adapunsusunanstruktur

organisasiDesa Kotaraja yang telah diuraikan sebelumnya dapat

digambarkandalamBaganStrukturOrganisasisebagaiberikut:

4.1.3VisidanMisiDesaKotaraja

1.VisiDesaKotaraja

Visiadalahgambarantentangkondisiidealyangdiinginkanatauyang
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dicita-citakanolehPemerintahDesamasayangakandatang,visijuga

merupakanalatbagiPemerintahDesadanpelakupembangunanlainnya

melihat,menilaiataumemberpredikatterhadapkondisiDesayang

diinginkan.AdapunvisiDesaKotarajaadalah:

“MenjadikanDesaKotarajaSebagaiDesaYangBerbasisPertanian

DanPerkebunan”

2.MisiDesaKotaraja

Misimerupakanpernyataanyangmenetapkantujuandansasaran

Desayanghendakdicapai,pernyataanmisimembawaDesakepadasuatu

fokus.MisiinilahyangharusdiembanolehPemerintahDesa.Untuk

mewujudkanvisiDesatersebutdiatas,makaPemerintahDesaKotaraja

menetapkanMisisebagaiberikut:

a)MembangunSarana/PrasaranaPertanian

b)MemberikanPelatihanKepadaKelompokTani

c)PengembanganGerakanSejutaKakao

4.2 HasilPenelitian

Daftarpertanyaan wawancaraadalah dataprimeryang sangat

menunjangdalam pelaksanaanpenelitian.Setelahdilakukanwawancara

padaPemerintahDesaKotarajatentangPengelolaanKeuanganDana

Desa pada Desa Kotaraja Kecamatan DulupiKabupaten Boalemo

berdasarkanteoriPermendagriNomor113Tahun2014yaknimeliputi:

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawabandapatdijelaskanhasilpenelitiandanpembahasan
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sebagaiberikut:

4.2.1Perencanaan

Pemerintahdesamenyusunperencanaanpembangunandesasesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunankabupaten.Berdasarkanwawancarayangtelahdilakukan

olehpeneliti,BapakKepalaDesa Kotarajamengenaiperencanaanyang

meliputiPenyampaian APBDesa,Penyusunan APBDesa,Persetujuan

APBDesadanPenetapanAPBDesa:

“Berkaitandenganaturan,makadalampenyusunanAPBDesayang
pertamakalibercerminpadapembangunanjangkamenengah
desa,kemudiandiambilgagasanmulaidaridusunkedusunlalu
dibawakedalam forum rapatumum desa,begitupundengan
penetapandanpenyampaianAPBDesakepadaKepalaDesadan
BPDyaitumelaluirapatumum desa.Setelahselesaiditetapkan
olehDesadalam halinidibuatkanAPBDesalangsungditeruskan
keBupatikarenadisanamasihdilihatlagiAPBDesaapakah
sejalandenganAPBDaerah.Setelahselesaievaluasiyangdilihat
dariseluruhajuanAPBDesakemudiandiantarasemuadesaitu
belum tentusemuanyaditetapkanolehBupatisebagaiAPBDesa
tahunankarenajikaadaDesayangmenetapkanAPBDesatidak
sesuaidenganAPBDaerahBupatimasihperlumenundadengan
melihatlagimengapausulantidaksesuaidenganAPBDaerah”.

Selanjutnya Sekretaris Desa Kotaraja mengatakan terkait

perencanaan:

“MenyusunrancanganperaturanDesa(Perdes)tentangAPBDesa
sudahmenjaditugaspokokdanfungsisekretarisdesamenjadi
ketuatim penyusunPERDES,Perdestersebutdibahasbersama
melaluimusyawarahdesayangmelibatkanBPDdanpemerintah
desa,Selamainibelum pernahBupatimenolakperdessebab
selamainipemerintahdesamembuatperdesmengedepankan
musyawarahdantetap mengacudalam petunjukteknisyang
dikeluarkanolehpemerintahkabupaten”.

Selanjutnya Bendahara Desa Kotaraja mengatakan terkait
perencanaan:
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“Dalam menyusunperencanaanpembangunandesapemerintah
desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan desa.musyawarah perencanaan pembangunan
desamenetapkanprioritas,program,kegiatan,dankebutuhan
pembangunandesayangdidanaiolehanggaranpendapatandan
belanjadesa,swadayamasyarakatdesa,atauAnggranPendapatn,
danBelanjaDaerahKabupaten/Kota.

SelanjutnyaBPDDesaKotarajamengatakanterkaitperencanaan:

“HasilevaluasiRancanganperaturandesatentangAPBDesatidak
sesuaidengankepentinganumumperaturanperundang-undangan
yanglebihtinggi,kepaladesamelakukanpenyempurnaanpaling
lama7(tujuh)harikerjatentangsejakditerimanyahasilevaluasi.
Apabilahasilevaluasitindaklanjutiolehkepaladesadankepala
desatetapmenetapkanperaturandesatentangAPBDesamenjadi
Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatan
PeraturanDesakepadaBupati/Walikota.

SelanjunyaKaurPembangunanmengatakanterkaitperencanaan:

“Mengenaiperencanaan,kamidaripemerintahdesamelakukan
perencanaan dengan mengundang perwakilan-perwakilan tiap
dusundanmembahasusulanyangsudahmasukpadaRPJMDes
pada tahun sebelumnya.Begitupun dengan penetapan dan
penyampaianAPBDeskepadaKepalaDesadanBPDyaitumelalui
rapatumumdesasetelahselesaiditetapkanolehdesa,dalamhal
inidibuatkanAPBDeslangsungditeruskankeBupatikarenamasih
dilihatlagiAPBDesapakahsejalandenganAPBDaerah”.

SelanjutnyapernyataanKepalaDusunIterkaitperencanaan:

“Untukmelakukanperencanaan,kamidaripemerintahdesayang
pertamakaliturunkedusun-dusunkemudianmenerimagagasan
darimasyarakat,tetapipada tahun 2018-2019 kamitidak
melakukanmusyawarahdusunlagi,yangkamilakukanadalah
langsungmusyawarahdesadanmengundangperwakilantiap
dusunkarenakamimenyelesaikanusulantahunsebelumnyayang
belumterlaksana”.

4.2.2Pelaksanaan

Dalam aspekpelaksanaananggarandesayangsudahditetapkan

sebelumnyatimbultransaksipengeluarandanpenerimaanDesa.Semua
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penerimaandanpegeluaranDesamelaluirekeningDesa.

PernyataanBendaharaDesaKotarajabeliaumengatakanbahwa:

“Sebelum pengeluarandanaDesaadabeberapatahapanyang
harusdilakukanolehpemerintahDesatermasukbendahara,yaitu:
menyediakandokumenyangtelahditentukanolehinstansiterkait
tentangkeuanganDesa,setelahdokumenpendukungdimasukkan
danditerima,makabendaharaDesamembuatlagidokumen
(permohonanpenyalurandanadesakerekeningkasDesa)agar
supayadanadesamasukkekasDesa”.

PernyataanKaurPembangunanterkaitpelaksanaan:

“Kalaupelaksanaankegiatandilapanganberjalandenganbaik.
TerkaitpenyimpananuangkasolehBendaharayangsayatahu
Bendaharatidakbolehmenyimpanuangataudanadesapada
rekeningpribaditetapihanyabisamengambiluangkasdesa
sesuaikebutuhanyangdilaksanakanpadakegiatanyangada.
Terkait dengan pelaksanaan dilapangan,saya lihat TPK
mengawasikegiatan pembangunan atau penyedia barang,
misalnyaadakekuranganuntukbahan-bahanuntukpembangunan
merekayangmenyediakanataumembelanjakandananya”.

SelanjutnyapernyataanKepalaDusunIterkaitpelaksanaan:

“Terkaitpenyimpananuangkasdesaolehbendahara,danadari
pemerintah daerah masuk ke rekening desa agar dapat
memudahkandalam pelaporankeuangandesa,bendaharadesa
berkewajibanmenyimpanuangdalam kasdesa.Setiapdesa
mendapatkanalokasidanaolehpemerintahsesuaijenisdesadan
kebutuhandesayangdalam halinipenentuanyalangsungoleh
Bupati”.

4.2.3Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan

secarasistematis(teraturdanmasukakal)dalam bidangkeuangan

berdasarkanprinsip,standarsertaprosedurtertentusehinggainformasi

aktual(informasiyangsesungguhnya)berkenandengankeuangandapat

segeradiperoleh.
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BerikutinipernyataanKepalaDesaKotarajaterkaitPenatausahaan:

“Penatausahaanyangsayalakukanadalahkegiatanyangsudah
terealisasidansudahdapatsayapertanggungjawabkan.Terkait
pencatatanpenerimaansayalakukansetelahdanamasukke
rekeningkasdesadanmelakukanmutasikaspadatransaksi
penerimaan.Selanjutnya pencatatan pengeluaran saya buat,
mengacu pada semua transaksidan pada saatSPP telah
dicairkan”.

SelanjutnyaKaurPembangunanmengatakanterkaitPenatausahaan:

“Penatausahaanolehbendaharaituadalahkegiatanyangsudah
terealisasiatauyangsudahdapatdipertanggungjawabkan.Kalau
penerimaanyangsayalihat,bendaharamelakukanmutasikas
pada transaksipenerimaan.Begitupun dengan pencatatan
pengeluaran, bendahara mengacu pada semua transaksi
pembayaran”.

SelanjutnyapernyataanKepalaDusunIterkaitPenatausahaan:

“Mengenaipencatatandanpenerimaanolehbendaharasetelah
danamasukkerekeningkasdesa,bendaharamelakukanmutasi
kaspadatransaksipenerimaanadapunlaporanolehbendahara
sudahtepatwaktu”.

4.2.4Pelaporan

PelaporanmerupakanLaporansuatubentukpenyajiandatadan

informasimengenaisuatukegiatanataupunkeadaanyangberkenan

denganadanyasuatutanggungjawabyangditugaskan.Berikutiniadalah

pernyataansekretarisdesaKotaraja:

“Mengenaiapakahpalaporanrealisasisudahtertib?Iyatertib.
Dalam halkelengkapanlaporanrealisasiAPBDes,Iyalaporannya
lengkap terkaitlaporan penggunaan anggaran,pelaksanaan
kegiatan,danrealisasinyaberapa.Adapunpersemesterdan
laporanpertahun,semualengkapdantepatwaktu”.

SelanjutnyapernyataanKaurPembangunanterkaitpelaporan:

“Apakahlaporanrealisasisudahtertib?Menurutsayapembuatan
SPJsudahtertibdantepatwaktu.Untukkelengkapanlaporan
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realisasianggaranAPBDesa,laporanyalengkapmulaidarilaporan
persemsestermaupunlaporanpertahunsemuanyatertibdan
lengkap”.

4.2.5Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun anggaran yang

disampaikankepadaBupati/Walikotadandidalam forum masyawarah

desa.BerikutinipernyataandariSekretarisDesaKotaraja:

“Laporan pertanggungjawaban yang saya lihat,bendahara
membuatlaporan pertanggungjawaban APBDesa untuk satu
tahunanggarankepadabupatimelaluidinassosial.Adapun
komponen laporannya berupa buku kas.Sedangkan untuk
penetapanAPBDesadenganperaturandesa,BPD melakukan
musyawarahdesadengancaramenyetujuiAPBDesa,kemudian
dilanjutkandenganpendatangananberitaacara”.

SelanjutnyaBendaharaDesaKotarajaterkaitpertanggungjawaban:

“Laporankekantorcamatuntukdiverifikasi,setelahdiverifikasi
kemudiandibawahkekantordinassosial.Kemudiandaridinas
sosiallaporannyadiserahkankebupati.Komponenlaporannya
lengkapdanpenetapanAPBDesamengikutiperaturandesa”.

SelanjutnyapernyataanKepalaDusunIterkaitpertanggungjawaban:

“Yangsayatahuitulaporanpertanggungjawabanmelaluikantor
camatkemudiankedinassosial,satelahitudiserahkankebupati.
Adapunkomoponenlaporanyasudahlengkap”.

4.3Pembahasan

4.3.1Perencanaan

Berdasarkanhasilpembahasanyangdidapatkan,dapatdilihat

bahwaPerencanaanmerupakansuatuprosespenetuansesuatuyang

menjaditujuanyangakandicapaipadawaktuyangakandatangserta

menetukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk

mencapainya.Dalam perencanaankeuangandesa,diperlukanrencana
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tahapanyangstrategis.Perencanaanpembangunandesadiselenggarakan

denganmelibatkanmasyarakatdesamelaluimusyawarahperencanaan

pembangunandesa.Secaradokumentatifperencanaandanpembangunan

desatertuangdalamPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDesa)

danRencanaPembangunanTahunanDesaatauyangdisebutdengan

RencanaKerjaPembangunanDesa(RKPDes)danAnggaranPendapatan

danBelanjaDesa(APBDesa).Padatahapperencanaanpenggunadana

desadidahuluidenganMusyawarahPerencanaanPembangunanDesa

(Musrenbangdes)denganmelibatkanBPD,LPM dantokohmasyarakat

lainnya,perencanaandanadesadilakukandenganmenjaringaspirasidan

kebutuhanmasyarakatmelaluimusyawarahdesa.Pengelolaankeuangan

danadesaadalahsalahsatupendapatandesayangpenggunannya

terintrgasidenganAnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDes).Oleh

sebabitu,program perencanaandankegiatanyadisusunmelaluiforum

Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musywarah yang

membahasusulan-usulan rencanakegiatanpembangunandesayang

berpedomanpadaprinsip-prinsipperencanaanpembangunanpartisipasi

masyarakatdesasertatransparansipemerintahkepadamasyarakat.

Setelah musrenbagdesdilaksanakan makatahap selanjutnya adalah

Kepala Desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDes).Tim tersebutditunjuk berdasarkan

pertimbangan kepala desa.Setelah RKPDes disusun,kemudian tim

melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di
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musyawarahkandalamforumyangbernamamusyawarahdesa(musdes).

TujuanDanaDesamerupakanuntukmeningkatkanpenyelenggaraan

pemerintahdesadalam melaksanakanpelayanan,pembangunandan

pemberdayaanmasyarakat.

Perencanaanpengelolaankeuangandanadesapadadesakotaraja

terkaitdenganpenyusunan APBDesa,penyampaian APBDesakepala

KepalaDesadanBPD,PersetujuanAPBDesa,PenyampaianAPBDesa

kepadaBupatidanpenetepanAPBDesaolehBupati.Berdasarkanhasil

wawancarakepadabeberapapemerintahDesaKotarajabahwadalamhal

perencanaanpemerintahDesaKotarajaberpedomanpadaPermendgri

Nomor113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ini

didalamnya membahas tentang asas pengelolaan keuangan desa,

kekuasaan pengelolaan keuangan desa,APBDesa,Belanja Desa,

Pendapatan Desa dan, Pembiayaan Desa didalamnya terdapat

Perencanaan,Pelaksanaan,Penatausahaan,Pelaporan,hinggapembinaan

danpengawasankeuangandesa.SepertiyangdikatakanolehKepalaDesa

kepadaBupatibahwadalam penyampaianAPBDesadanpenetepan

APBDesa sudah transparan kepada masyarakat. Sesuai dengan

penjelasandiatasmenunujukanbahwapadapenyusunanperencanaan

pengelolaankeuangandanadesayangtertuangdalam APBDesadapat

terselesaikan dengan baik.Sehingga dapatdikatakan bahwa tahap

perencanaan pengelolaan keuangan dana desa Kotaraja Kecamatan

DulupiKabupatenBoalemosudahterlaksanadenganbaik.
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4.3.2Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangandanadesa,terdapat

beberapaprinsipumum yangharusditaatiyangmencakuppenerimaan

danpengeluaran.Prinsipitudiantaranyabahwaseluruhpenerimaandan

pengeluarandesadilaksanakanmelaluiRekeningKasDesa.Pencairan

danadalammelaluiRekeningKasDesaditandatanganiolehkepaladesa

danbendaharadesa.Keterbukaandaritim pelaksanakepadaseluruh

masyarakatadalahsalahsatuwujudnyatadaritimpelaksana,selanjutnya

dalam mendukungketerbukaaninformsaiprogam keuangandanadesa

yaitumemasangpapaninformasiyangberisikanjadwalpelaksanaan

kegiatan visiyang sedang dilaksanakan.Pelaksanaan pengelolaan

keuangandanadesapadaDesaKotarajaKecamatanDulupiterkaitdengan

penyimpanan uang kasoleh bendahara,pembuatan rencanarincian

anggaranbiaya,pertanggungjawabanpelaksanaankegiatan,pengajuan

SPPkepadaKepalaDesadanpencatatanpenerimaandanpembayaran

plehbendaharamasihberpedomanpadaPermendagriNomor113Tahun

2014pasal24sampaidenganpasal34.

SepertiyangdikatakanolehKepalaDesabahwadalam halini

pembuatanrinciananggaranbiayadanpencatatanpembayaransudah

efektif.Adapunyangdikatakanolehinformanlainnyabahwadalam

keterbatasansumberdayamanusiakurangmemadaikarenaaparatdesa

KotarajaRata-ratalulusanSMAdanSMPkecualiSekretarisDesayang

mempunyaijenjang pendidikan lebih tinggi.Daripenjelasan diatas
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menujukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang

tertuangdalamAPBDesadapatterselesaikandenganbaik.

4.3.3Penatausahaan

Dalampenatausahaandilakukandengankegiatanberpedomanpada

PermendagriNomor113Tahun2014Pasal24sampai34yangmengatur

tentang penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa agar

penatausahaan dalam halpengelolaan keuangan dana desa dapat

berjalandenganbaik.Namundalam halpenatausahaankeuangandana

desadibutuhkansumberdayamanusiayanglebihmemahamiapayang

harusdibuatmengenaipenatausahaantanpaadainterpensidanpihak

eksternal.PenatausahaanpengelolaankeuangandanadesapadaDesa

KotarajaKecamatanDulupiKabupatenBoalemodalam halinimengenai

prinsipkeuangan,standarkeuangansertaprosedurolehbendahara,

pertanggungjawabandanlaporantepatwaktumasihberpedomanpada

PermendagriNomor113Tahun2014.Pendapatandesaadalahproses

pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh

transaksipenerimaanpendapatandesayangmeliputipendapatanasli

desa,transfer,danpendapatanlain-lain.Pencatatandilakukansecara

sistematisdankronologisatastransaksi-transaksikeuanganyangterjadi.

Pendapatanaslidesaberasaldarimasyarakatdanlingkungandesa,

sedangkanpendapatantransferberasaldaripemerintahsupradesa.Pihak

yangterkaitdalam prosespenerimaanpendapatandesaadalahpemberi

dana(pemerintahpusat,provinsi,kabupaten/kota,masyarakat,danpihak



75

ketiga).Penerimadana(Bendaharadesa/pelaksanakegiatan/kepala

dusun)danbank.

4.3.4Pelaporan

Dalam pelaksanaan tugas,kewenangan,hak,dan kewajibannya

dalampengelolaankeuangandanadesa,KepalaDesamemilikikewajiban

untuk menyampaikan laporan.Laporan tersebut bersifat periodik

semesterandantahunanyangdisampaikankeBupati/Walikota.Laporan

semesterpertamaberupalaporanrealisasiAPBDesasecara.Laporan

realisasisemesterpertamadisampaikanpalinglambatpadabulanjuli

tahun berjalan.Dalam proses pelaporan penggunaan pengelolaan

keuangandanadesakepadakepaladesadituntuttepatwaktu,karenajika

terlambatmakaBupatiberhakmenundapencairandana.

Darihasilwawancara aparat Desa bahwa laporan realisasi

pelaksanaanAPBDesapadaDesaKotarajapersemestermaupunper

tahunitusudahtertibsebagaimanadiaturmenurutPermendagriNomor

113Tahun2014Pasal37,prosedurpalaporansebagaiberikut:

1.Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan

APBDesakepadaBupati/Walikotaberupa:

a)Laporansemesterpertama:

b)Laporansemesterakhirtahun.

2.Laporansemesterpertamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufaberuparealisasiAPBDesa.

3.LaporanrealisasipelaksanaanAPBDesasebagaimanadimaksud
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padaayathurufadisampaikanpalinglambatpadaakhirbulanjuli

tahunberjalan.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaporan

pengelolaankeuangandanadesapadadesaKotarajaKecamatanDulupi

Kabupaten Boalemo sudah cukup baik sesuaidengan Peraturan

PermendagriNomor113Tahun2014.

4.3.5Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Kotaraja

Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo terintegrasi dengan

pertanggungjawabanAnggaranPendapatanBelanjaDesa(APBDesa).

Sesuaidengan PermedagriNomor113 Tahun 2104 Kepala Desa

menyampaikanlaporanpertanggunngjawabanrealisasiAPBDesakepada

Bupati/Walikotasetiapakhirtahunanggaran.Pengelolaankeuangandana

desaharusdilakukansecaraefisiendanefektif,transparandanakuntabel.

Keuangandanadesamerupakansemuahakdankewajibanyangdapat

dinilaidenganuangsertasegalasesuatuberupauangdanbarangyang

berhubungandenganpelaksanaanhakdankewajibandesa.Selainitu,

pertanggungjawabankepadamasyarakatdilakukansecaraperiodikadalah

setiaptigabulansekalimelaluiforum evaluasipelaksanaankeuangan

danadesayangdipimpinolehKepalaDesa.Laporanpertanggungjawaban

tersebutmenjadibuktikaspertanggungjawabanpemerintahdesadalam

mengelolakeuangandanadesa.

Komponen pertanggungjawaban terdiri dari laporan
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pertanggungjwabankepadaBupati,laporandanpenetapanAPBDesa

denganperaturanDesa.Berdasarkanhasilwawancarainforman,laporan

pertanggungjawabanDesaKotarajaolehBendaharamembuatlaporan

pertanggungjawabanAPBDesauntuksatutahunanggarankepadaBupati

melaluiDinasSosial.SelainituLaporanpertanggungjawabandigunakan

sebagaidokumenuntukmencairkandanapadatahunselanjutnya.Desa

Kotarajadalam membuatlaporanpertanggungjawaban didampingioleh

tim pendampingkecamatan.Laporanpertanggungjawabandilaporkan

kepalaBadanPengelolaanKeuangandanAsetDaerah(BKAD)melalui

kecamatan.Adapunkomponenlaporannyaberupabukukas,sedangkan

untukpenetapan APBDesadengan peraturan Desa,BPD melakukan

musyawarahdesauntukpenetapanberdasarkanperaturandesadengan

cara menyetujui APBDesa, kemudian dilanjutkan dengan

penandatangananberitaacara.Berdasarkanperaturandanpembahasan

diatas, bahwa pemerintah Desa Kotaraja dalam hal laporan

pertanggungjawabanpengelolaankeuangandanadesaefektifsesuai

denganPeraturanPermendagriNomor113Tahun2014.
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KESIMPULANDANSARAN

5.1Kesimpulan

Berdasarkan darihasilpenelitian dan pembahasan yang telah

diuraikanpadababsebelumnya,makapenelitimengambilkesimpulan

sebagaiberikut.Dalam tahapperencanaanpengelolaankeuangandana

desapadadesakotarajadapatdilihatdarihasilwawancarabahwalaporan

realisasi anggaran APBDesa sudah transparan dan akuntabel

dimasyarakat.Dalam tahappelaksanaanpengelolaankeuangandana

desapadadesakotarajadapatdisimpulkanbahwaketerbatasansumber

dayamanusiamasikurangefektif.Dalamtahappenatausahaandikatakan

sudahsesuaidenganaturan.Dalam tahappelaporansudahterlaksana

denganbaik.Dalam tahappertanggungjawabansudahberjalanefektif.

5.2Saran

Berdasarkanhasilkesimpulansarandaripenelitisebagaiberikut:

1.Kepaladesakotarajahendaknyauntuklebihmeningkatkankualitas

sumberdayamanusia.

2.Aparat pemerintah desa kotaraja untuk lebih meningkatkan

peengetahuan dan kemampuan aparatdesa dalam pengelolaan

keuangandanadesasupayasemuaperangkatmempunyaipemahaman

yang sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan

pengelolaankeuangandanadesa.

3.Disarankanbagipeneliti,hendaknyalebihdiperluas.Karenadalam

penelitianinipengelolaankeuangandanadesayangberlatarbelakang
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akuntansidalampengelolaankeuangandanadesa.
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